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Abstract


          Labor conditions were relatively stable in the three decades of the New Order regime, the system of labor laws Indonesia shocked by the transformation suddenly of a model law Labour "corporatist" with the support of a strong state behind him, into a system that is based on the market and let the workers face " face to face "with the power of capital. These conditions completely new situation for the lives of workers in Indonesia. A drastic change like that really happen after the fall of the New Order regime.

Industry downturn in Indonesia especially in Samarinda coal field resulted in termination of employment (FLE) heavily in the early to mid 2000s. In fact, Indonesia is the only Southeast Asian country that is experiencing Foreign Direct Investment (FDI) when it is negative, it means that out of the Indonesian capital is greater than the amount of incoming capital. According to data reported by the World Investment Report 2004, in 2003 the flow of capital out of Indonesia amounted to US $ 597 million, while inflow amounted to only about US $ 130 million. This puts Indonesia at position 139 out of 144 countries ranked sixth investment objective or investment destination bottom.
Abstrak

Kondisi perburuhan yang relatif stabil dalam tiga dekade masa rezim Orde Baru, sistem hukum perburuhan Indonesia dikejutkan dengan transformasi tiba-tiba dari suatu model hukum Perburuhan yang “corporatist” dengan dukungan negara yang kuat di belakangnya, menjadi sistem yang berbasiskan pasar dan membiarkan buruh berhadapan “face to face” dengan kekuatan modal. Kondisi demikian benar-benar situasi baru bagi kehidupan buruh di Indonesia. Perubahan yang drastis seperti itu benar-benar terwujud setelah jatuhnya rezim Orde Baru.
Keterpurukan industri di Indonesia khususnya Bidang Batu bara di Samarinda mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di awal sampai pertengahan tahun 2000-an. Bahkan Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang mengalami Penanaman Modal Asing (PMA) negatif saat itu, artinya modal yang keluar dari Indonesia lebih besar dari jumlah modal yang masuk. Menurut data yang dilansir oleh World Investment Report tahun 2004, pada tahun 2003 arus modal yang keluar dari Indonesia  adalah sebesar US $ 597 juta, sementara modal yang masuk hanya berjumlah sekitar US $ 130 juta. Hal ini menempatkan Indonesia di posisi 139 dari 144 negara tujuan investasi atau peringkat keenam terbawah tujuan investasi.
PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam bentuk Bisnis sering terjadi pandangan yang berbeda, bagi pengusaha lebih memandang pada sebuah keuntungan/Profit  yang harus didapat tanpa memandang sisi lain yang harus ikut diperhatikan terutama dari segi sosial , hal ini  merupakan fakta bentuk  pergeseran rezim, yaitu pergeseran dari sebuah rezim otoriter menjadi  sebuah rezim yang lebih liberal dan berorientasi pada pasar.Sejak tahun 1998 pemerintah  Indonesia dengan bantuan “asistensi teknis” dari International Labour Organization (ILO) dan sebagian dukungan dana dari United State Agency for International Development (USAID), terutama melalui ILO-USA Project secara resmi memulai mega proyek yaitu Program Reformasi Hukum Perburuhan (Labour law Reform Programme). 
Program tersebut meliputi “The review, revition, formulation or reformulation of practically all labour legislation with aview to madernizing and making it more relevant to and in step with a changing times and requirements of a free market economy” (Penilaian, revisi, formulasi atau formulasi ulang terhadap praktek seluruh peraturan perburuhan dengan sebuah pandangan untuk memodernisasi dan membuatnya lebih sesuai dan  sejalan dengan waktu yang berubah dan kebutuhan-kebutuhan ekonomi pasar bebas).

Perwujudan dari program reformasi hukum perburuhan tersebut adalah dilahirkannya 3 (tiga) paket undang-undang perburuhan baru yang disusun antara tahun 1998- 2004 yaitu :

1. Tentang UU Serikat Tenaga Kerja/Serikat Buruh (Undang-undang RI No. 21 Tahun 2000).
2. Tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). 
3. Tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Undang-Undang No. 2 Tahun 2004)
Bahwa Ketiga Undang-undang diatas merupakan paket yang tidak terpisahkan dan mengganti seluruh sistem hukum perburuhan Indonesia, khususnya sistem perburuhan yang dikembengkan sejak awal kemerdekaan. Ide utama dari program ini adalah mengadakan sistem hukum perburuhan baru yang mendukung efisiensi ekonomi dengan antara lain mengurangi ongkos produksi melalui pasar tenaga kerja yang luwes (flexible) Mengenai kebijakan Pasar Tenaga Kerja/buruh yang luwes (flexibility labour market)ini, Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2009-2014 Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam beberapa kesempatan pidatonya selalu menekankan hal demikian.
 Reformasi ini nampak menjadi sebuah syarat dari liberalisasi pasar dan ekonomi yang terakselerasi di Indonesia dan regional Asia menyusul krisis ekonomi yang melanda kawasan tersebut di tahun 1997 – 1998. Reformasi ini juga dianggap perlu guna menjalankan resep lembaga keuangan intermasional seperti IMF dan World Bank yang menjadi aktor utama Indonesia dalam meraih pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Indonesia bukanlah negara yang mampu menunjukkan keunggulan kompetitif maupun keunggulan inovatifnya pada dunia internasional, melainkan selalu mempromosikan tentang keunggulan komparatif yang dimilikinya, terutama bertumpu pada kondisi biaya Tenaga Kerja/buruh yang rendah (low labour cost).
Kondisi perburuhan yang relatif stabil dalam tiga dekade masa rezim Orde Baru, sistem hukum perburuhan Indonesia dikejutkan dengan transformasi tiba-tiba dari suatu model hukum Perburuhan yang “corporatist” dengan dukungan negara yang kuat di belakangnya, menjadi sistem yang berbasiskan pasar dan membiarkan buruh berhadapan “face to face” dengan kekuatan modal. Kondisi demikian benar-benar situasi baru bagi kehidupan buruh di Indonesia. Perubahan yang drastis seperti itu benar-benar terwujud setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Kesepakatan politik baru pasca runtuhnya rezim Orde Baru berdampak pada beralihnya kebijakan ekonomi Indonesia dari pembangunan yang dipimpin negara (state-lead development), kepada reformasi dan liberalisasi eksternal yang  berorientasi pada pasar (market-oriented liberalization).

Setelah ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi sejarah baru dalam dunia perburuhan Indonesia. Salah satu perubahan yang mendasar adalah dimasukkannya pengaturan penyerahan pelaksanaan sebagian Tenaga Kerjaan kepada kepada pihak ketiga atau yang lebih dikenal dengan istilah outsourching. Di dalam pasal 64 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan Tenaga Kerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan Tenaga Kerjaan atau penyediaan jasa Tenaga Kerja/buruh  yang dibuat secara tertulis”. Pasal ini menjadi landasan yuridis bagi suatu perusahaan  untuk tidak sebagian Tenaga Kerjaan dengan Tenaga Kerja/buruh yang dimilikinya melainkan menggunakan jasa dari suatu perusahaan lain untuk mengerjakannya. Proses ini kemudian menjadikan hubungan antara Tenaga Kerja/buruh dengan perusahaan pemilik Tenaga Kerjaan menjadi demikian longgar dan bahkan tidak bersangkutan sama sekali, kecuali dalam proses penyelesaian Tenaga Kerjaan semata. Tanggung jawab penyelesaian Tenaga Kerjaan menjadi beban perusahaan penerima pemborongan, pun demikian dengan hak-hak Tenaga Kerja/buruh menjadi tanggung jawab perusahaan pengerah tenaga kerja tersebut.
Keterpurukan industri di Indonesia khususnya Bidang Batu bara di Samarinda mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di awal sampai pertengahan tahun 2000-an. Bahkan Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang mengalami Penanaman Modal Asing (PMA) negatif saat itu, artinya modal yang keluar dari Indonesia lebih besar dari jumlah modal yang masuk. Menurut data yang dilansir oleh World Investment Report tahun 2004, pada tahun 2003 arus modal yang keluar dari Indonesia  adalah sebesar US $ 597 juta, sementara modal yang masuk hanya berjumlah sekitar US $ 130 juta. Hal ini menempatkan Indonesia di posisi 139 dari 144 negara tujuan investasi atau peringkat keenam terbawah tujuan investasi.

Dengan investasi yang demikian kecil,  tentu saja daya serap tenaga kerja menjadi sangat rendah. Setiap tahun angkatan kerja bertambah sedangkan lapangan kerja yang tersedia tidak sanggup menampung jumlah pengangguran  akibat angkatan kerja baru maupun para korban PHK yang terus bertambah.
Kondisi demikian sangat berimplikasi terhadap psikologis para pencari kerja. Persaingan yang sangat tinggi untuk memperebutkan Tenaga Kerjaan yang sangat terbatas telah menempatkan mereka ke dalam posisi tawar (bargaining position) yang sangat rendah dan menempatkan para pengusaha atau majikan (employer) pada posisi tawar yang sangat tinggi, sehingga mereka kemudian menjadi sangat dominan. Pilihan yang sulit menjadikan para pencari kerja tidak memiliki alternatif selain menerima dan menjalani Tenaga Kerjaan yang  tersedia meskipun kondisinya jauh dari layak. Upah rendah, jaminan sosial minim bahkan tidak ada, kondisi kerja memprihatinkan serta status yang semakin tidak menguntungkan adalah suatu keniscayaan yang harus dihadapi jika mereka tidak ingin terus berstatus sebagai pengangguran.
Kondisi ini dibaca dengan baik oleh pengusaha dan penguasa (pemerintah), yang kemudian membuat kebijakan perburuhan yang luwes dan berorientasi pada pasar. Kebijakan demikian sebelumnya tidak pernah diterapkan baik di era pemerintahan Orde Lama maupun pemerintahan Orde Baru. Peranan negara yang awalnya cukup dominan kemudian dihapuskan sama sekali dan Tenaga Kerja/buruh dengan segala keterbatasannya harus mampu menempatkan diri pada posisi tawar di hadapan pengusaha. Fenomena yang terus terjadi sejak pertengahan tahun 2000-an adalah bermunculannya perusahaan pengerah tenaga kerja yang memenuhi permintaan Tenaga Kerja di beberapa sektor seperti industri perkayuan (plymill), pertambangan (ekstraktif) seperti batubara dan minyak, industri jasa, perbankan dan sektor-sektor lain yang terus memanfaatkan sistem ini. Dengan berlandaskan pada pasal 64 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka jadilah hubungan kerja yang disebut outsourcing. Sebagian berjalan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun sebagian lain tidak lagi mengindahkan ketentuan yang berlaku. Ironisnya karena pilihan yang tidak ada, Tenaga Kerja/buruh baik yang tidak memahami maupun yang memahami terjadinya pelanggaran tetap menjalankannya dengan alasan kebutuhan hidup yang terus mendesak mereka. Sebagian mereka menyatakan kami tidak mempermasalahkan apakah kami ini berstatus Tenaga Kerja tetap atau bukan, yang kami inginkan adalah tetap bekerja. Secara sederhana dapat diuraikan bahwa telah terjadi pertentangan idealisme dengan pragmatisme atau antara penegakan hukum dan pemenuhan hidup di kalangan Tenaga Kerja/buruh. Mereka tidak lagi menghiraukan apakah mereka terlingdungi oleh undang-undang atau tidak, karena kalau tidak bekerja mereka terancam kehidupannya. Mempermasalahkan status kerja berarti mempersiapkan diri untuk menjadi pengangguran. Karena bagi pengusaha, memecat (PHK) satu orang  Tenaga Kerja/buruh, yang siap menggantikannya jumlahnya ribuan orang.
Begitu Maraknya perusahaan pengerah tenaga kerja (outsourching) dengan segala implikasinya serta kebijakan perusahaan yang lebih memilih  menggunakan tenaga kerja outsourching dari pada Tenaga Kerjakan Tenaga Kerja/buruh tetap milik sendiri sangatlah patut untuk dicermati. Penggunaan tenaga kerja outsourching tentu saja memperpanjang rantai birokrasi yang akan berimplikasi terhadap membengkaknya biaya ( high cost ) yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dari segi apakah perusahaan outsourching melakukan efisiensi sehingga mereka tetap memperoleh keuntungan dari proses kerjasamanya dengan perusahaan pemberi Tenaga Kerjaan, sedangkan mereka harus membayar  Tenaga Kerja/buruh yang dimilikinya. Apakah Tenaga Kerja outsourching memiliki produktivitas yang sangat tinggi sehingga mampu menutupi seluruh biaya operasional perusahaan outsourching untuk tetap mendapatkan keuntungan yang memadai ? Ataukah justru telah terjadi pelanggaran hak-hak Tenaga Kerja/buruh dalam rangka meningkatkan produktivitas dan menutupi biaya operasional perusahaan outsourching tersebut ? Permasalahan-permasalahan yang penulis kemukakan sangat menarik dikaji sehingga penulis bermaksud melakukan penelitian dengan menjadikan PT. Sucofindo sebagai tempat penelitian. Hal paling menarik adalah, apakah dalam sudah mengacu pada persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 65 ayat (2) dan (3) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Tenaga Kerjaan Kepada Perusahaan lain ? Untuk mendapatkan kejelasan dan jawaban dari berbagai pertanyaan yang penulis sampaikan di atas, maka penulis mengangkatnya ke dalam penulisan skripsi yang penulis beri judul “PENYERAHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KETIGA (OUTSOURCHING) DALAM BIDANG JASA BATU BARA DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI DI PT. EPISI SUCOFINDO)”.
B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah

Permasalahan penyerahan pelaksanaan Tenaga Kerjaan kepada pihak ketiga (outsourching) sebagai sebuah kebijakan baru sistem ketenagakerjaan yang ada di Indonesia sebenarnya demikian kompleks. Namun agar substansi penulisan skripsi ini fokus, maka penulis merumuskan dan membatasi pada dua masalah pokok yaitu :
a. Masalah Penyerahan Pekerjaan Kepada Pihak Ketiga (Outsourching) dalam Praktek ?
b. Akibat Hukum Penyerahan Pekerjaan kepada Pihak Ketiga (Outsourching) ?
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Masalah Penyerahan Pekerjaan Kepada Pihak Ketiga Dalam Praktek.
Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam Mekanisme  penyerahan pekerjaan dari perusahaan pemberi kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh :

· Syarat Material
Yakni mengenai kriteria suatu jenis pekerjaan yang dapat atau tidak dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh. Menurut pasal 66 UUNo.13 Tahun 2003 outsourching dibolehkan hanya untuk kegiatan penunjang, dan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.R.Djokopranoto dalam materi seminarnya menyampaikan bahwa : “Dalam teks UU No.13 tahun 2003 disebut dan dibedakan antara usaha atau kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Ada persamaan pokok antara bunyi UU tersebut dengan pratek industri, yaitu bahwa yaitu di outsourching umumnya (tidak semuanya) adalah kegiatan penunjang (non core business), sedangkan kegiatan pokok (core business) pada umumnya (tidak semuanya) tetap dilakukan oleh perusahaan sendiri. Namun ada potensi masalah yang timbul. Potensi masalah yang timbul adalah apakah pembuat dan penegak undang-undang di satu pihak dan  para pengusaha dan industriawan di lain pihak mempunyai pengertian dan interpretasi yang sama mengenai istilah-istilah tersebut.”
Kesamaan interpretasi ini penting karena berdasarkan u ndang-undang ketenagakerjaan outsourching hanya dibolehkan jika tidak menyangkut core business. Dalam penjelasan pasal 66 UU No.13 tahun 2003, disebutkan :“Yang dimaksud dengan kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain; usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi tenaga kerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambahan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan tenaga kerja/buruh”.
Intepretasi yang diberikan undang-undang masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan dunia usaha saat ini dimana penggunaan outsourching semakin meluas ke berbagai ini kegiatan perusahaan.
Konsep dan pengertian usaha pokok atau core business dan kegiatan penunjang atau non core business adalah konsep yang berubah dan  berkembang secara dinamic. Oleh karena itu tidak heran kalau Alexander dan Young (1996) mengatakan bahwa ada empat pengertian yang dihubungkan dengan core activity atau core business. Keempat pengertian itu ialah :
a. Kegiatan yang secara tradisional dilakukan di dalam perusahaan;

b. Kegiatan yang bersifat kritis  terhadap kinerja bisnis.
c. Kegiatan yang menciptakan keunggulan kompelitif baik sekarang maupun di waktu yang akan datang.

d. Kegiatan yang akan mendorong pengembangan yang akan datang, inovasi atau peremajaan kembali.

Interpretasi kegiatan penunjang yang tercantum dalam penjelasan UUNo.13 Tahun 2003 condong pada definisi yang pertama, dimana outsourching dicontohkan dengan aktivitas berupa pengontrakan biasa untuk memudahkan pekerjaan dan menghindarkan masalah tenaga kerja, outsourching pada dunia  modern dilakukan untuk alasan-alasan yang strategis, yaitu memperoleh keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan dalam rangka mempertahankan, menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan.
Perusahaan dalam melakukan perencanaan untuk melakukan outsourching terhadap tenaga kerjanya, mengklasifikasikan perkerjaan utama dan perkerjaan penunjang ke dalam suatu dokumen tertulis dan kemudian melaporkannya kepada instansi ketenagakerjaan setempat. Perbuatan dokumen tertulis penting bagi penerapan outsourching di perusahaan, karena alasan-alasan sebagai berikut :
a) Sebagai bentuk keputusan perusahaan terhadap ketentuan tentang ketenagakerjaan dengan melakukan pelaporan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat;

b) Sebagai pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan outsourching pada bagian-bagian tertentu di perusahaan;

c) Sebagai sarana sosialisasi kepada pihak tenaga kerja tentang bagian-bagian mana saja di perusahaan yang dilakukan outsourching terhadap pekerjaan;

d) Meminimalkan risiko perselisihan dengan tenaga kerja, serikat tenaga kerja, pemerintah serta pemegang saham mengenai keabsahan dan pengaturan tentang outsourching di Perusahaan.

· Syarat Formal
Yakni syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh pengguna jas tenaga kerja/buruh yakni berbentuk Badan Hukum dan mendapatkan ijin operasional dari Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang ada di Kota Samarinda dimana perusahaan penyedia jasa tenaga kerja itu berada. Acuannya diatur dalam ketentuan berikut :

· UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 65 ayat (3) yang berbunyi “Perusahaan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berbentuk badan hukum”.
· Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor : Kep.101/Men/ VI/2004 tentang  Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh pasal 1 ayat (4) disebutkan :
a) “Perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan tenaga kerja untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan.

b) Pasal 2 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor Kep.101/Men/VI/2004 menyatakan”.

“Untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, perusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kota Samarinda sesuai domisili perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
Dari kedua ketentuan tersebut jelas bahwa secara prosedur formal, suatu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja wajib berbadan hukum serta memperoleh ijin operasional dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Menurut Bapak Suriansyah.
 Yang terjadi di Samarinda, dari sekian banyak perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh, sebagian kecil saja yang memenuhi ketentuan tersebut. Beberapa perusahaan penyedia jasa tenaga kerja hanya berbentuk Badan Usaha seperti  Commanditair Venonchaft (CV), yang tidak memenuhi syarat karena bukan termasuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Di samping itu yang telah memiliki ijin operasional di Kota Samarinda berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda hanya sekitar 20 perusahaan, sedangkan yang lain tidak memiliki, khususnya yang merupakan perusahaan cabang yang berinduk di Kota lain seperti yang memiliki Kantor pusat di Jakarta.
· Syarat Substansial
Syarat substansial meliputi berbagai ketentuan di bidang kesejahteraan tenaga kerja berupa hak-hak normatif dan syarat-syarat kerja  yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh sebagaimana yang diberikan oleh perusahaan pemberi pekerjaan. PT. Episi Sucofindo Samarinda, adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha Cleaning Service dan Jasa BatuBara. 
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum diberlakukannya outsourching di Indonesia, membagi outsourching menjadi dua bagian, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja/buruh. Pada perkembangan dalam draft refisi Undang-undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan outsourching mengenai pemborongan pekerjaan dihapuskan, karena lebih condong ke arah sub contracting pekerjaan dibandingkan dengan tenaga kerja.
Untuk mengkaji hubungan hukum antara karyawan outsourching dengan perusahaan pemberi pekerjaan, akan diuraikan terlebih dahulu secara garis besar pengaturan outsourching dalam UU No.13 tahun 2003. Dalam UU No.13 tahun 2003, yang menyangkut outsourching (Alih Daya) adalah pasal 64, pasal 65 (terdiri dari 9 ayat), dan pasal 66 (terdiri dari 4 ayat ).
Pasal 64 UU No.13 tahun 2003 adalah dasar dibolehkannya outsourching. Di dalam pasal 64 dinyatakan bahwa : “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian  pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa tenaga kerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Yang berarti perusahaan tidak harus melaksanakan sendiri seluruh kegiatan perusahaannya, tetapi dapat diserahkan pada perusahaan lain.
Pada 65 memuat beberapa ketentuan di antaranya adalah :

a) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis (ayat 1);

b) Pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, seperti yang dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

· Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

· Dilakukan dengan perintah langsung  atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

· Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;

· Tidak menghambat proses produksi secara langsung (ayat 2)

c) Perusahaan lain (penerima pekerjaan) harus berbentuk badan hukum  (ayat 3 ); perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan lain sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangan (ayat 4);
d) Perubahan atau penambahan syarat-syarat tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri (ayat 5);

e) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian tertulis antara perusahaan lain dan tenaga kerja yang dipekerjakannya (ayat 6 );

f) Hubungan kerja antara perusahaan lain dengan tenaga kerja dapat  didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (ayat 7);

g) Bila beberapa syarat tidak terpenuhi, antara lain, syarat-syatat pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, dan syarat yang menetukan bahwa perusahaan lain itu harus berbadan hukum, maka hubungan kerja antara tenaga kerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja antara tenaga kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan ( ayat 8);

B. Akibat Hukum Penyerahan Pekerjaan kepada Pihak Ketiga (Outsourching )
Dari 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam hubungan antara tenaga kerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh, ada 2 (dua) syarat mutlak yang harus dipenuhi dan sangat mendasar, yaitu syarat material dan syarat formal. Syarat materialnya adalah sebagai berikut :

a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
c. Meruapakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung;

Sedangkan syarat formal yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 65 ayat (3) “Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum”. Juga ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor: Kep.101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh pasal 1 ayat (4) disebutkan “perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa tenaga kerja untuk dipekerjakan diperusahaan pemberi pekerjaan”. Selain diwajibkan berbadan hukum, pasal 2 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor. Kep.101/Men/VI/2004 menyatakan “untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh, perusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kota Samarinda sesuai domisili perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
Dalam hal syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara tenaga kerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja antara tenaga kerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Buruh dapat mengajukannya menjadi sebuah perselisihan dan mengajukan permohonan penetapan menjadi hubungan kerja antara tenaga kerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja baik melalui Perselisihan Hubungan Industrial.
P E N U T U P
A. Kesimpulan

1. Untuk Mekanisme hubungan kerja outsourching ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

· Syarat Material, meliputi :

a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;

d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

          Outsourching sebagai suatu penyediaan tenaga kerja oleh pihak lain dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan antara pekerjaan utama (core business) dengan pekerjaan penunjang perusahaan ( non core business) dalam suatu dokumen tertulis yang disusun oleh manajemen perusahaan. Dalam melakukan outsourching perusahaan pengguna jasa outsourching bekerjasama dengan perusahaan outsourching, dimana hubungan hukumnya diwujudkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang memuat antara lain tentang jangka waktu perjanjian serta bidang-bidang apa saja yang merupakan bentuk kerjasama outsourching. Karyawan outsourching menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourching untuk ditempatkan diperusahaan pengguna outsourching.
· Syarat Formal, yakni :

· Perusahaan harus berbentuk badan hukum;

· Harus mendapatkan ijin operasional dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kota Samarinda, dimana perusahaan outsourching tersebut berada.
· Syarat Substansial

Yakni syarat-syarat ketenagakerjaan secara umum berupa ketentuan normatif dan syarat-syarat kerja yang diberlakukan di perusahaan pemberi kerja.

2. Sebagai akibat hukum dalam hal penyerahan tenaga kerja kepada pihak ketiga (Outsourching). Dalam hal syarat material dan syarat formal tidak terpenuhi,maka akan berakibat batal  demi hukum, hubungan kerja yang ada beralih dari hubungan kerja atau perjanjian kerja antara tenaga kerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh menjadi hubungan kerja atau perjanjian kerja antara tenaga kerja/buruh dengan perusahaan pengguna jasa tenaga kerja/buruh. Dalam hal ini tenaga kerja/buruh dapat mengajukan permohonan penetapan kepada lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Karyawan outsourching selama ditempatkan di perusahaan pengguna jasa outsourching wajib mentaati ketentuan kerja yang berlaku pada perusahaan outsourching dalam perjanjian kerjasama Mekanisme Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan diselesaikan secara internal antara perusahaan outsourching dengan perusahaan pengguna jasa outsourching seharusnya mengadakan pertemuan berlaku dengan karyawan untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi dalam pelaksanaan outsourching.
B. Saran-Saran

1. Pada saat sekarang  ini outsourching sudah menjadi suatu keniscayaan yang mewarnai perjalanan hubungan kerja atau perjanjian kerja di Indonesia, terutama setelah disahkannya UUNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pelaksanaan outsourching sudah demikian jelas dan gamblang, namun  dalam pelaksanaannya masih terdapat demikian banyak praktek menyimpang baik yang disebabkan oleh pemahaman yang rendah terhadap hukum ketenagakerjaan maupun kesengajaan untuk melanggar ketentuan-ketentuan tersebut demi mengerjar  keuntungan yang lebih besar. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya agar pelaksanaan outsourching dapat berjalan sesuai dengan konsepsi sesungguhnya sebagaimana yang tercantum dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :Membuat ketentuan dan kriteria yang tegas dan jelas mengenai batasan suatu pekerjaan dalam berbagai sektor usaha, pekerjaan yang mana saja yang termasuk ke dalam pekerjaan utama atau core business dan yang mana  termasuk ke dalam kegiatan penunjang atau non core business.
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang outsourching secara terus-menurus dengan melibatkan bayak stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan outsourching terutama  :Pengusaha, baik pengusaha pemberi kerja maupun pengusaha penerima pekerjaan yang menjadi obyek outsourching;Tenaga Kerja/Buruh ;Perurus Serikat Tenaga Kerja atau Serikat Buruh;Para aktivis atau praktisi hukum ketenagakerjaan;Pegawai Pengawas Instansi ketenagakerjaan;

3. Mngintensifkan peranan Pegawai Pengawas Instansi Ketenagakerjaan dalam mengawasi pelaksanaan outsourching agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Diberlakukan penetapan sanksi tegas terhadap perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan outsourching baik perusahaan pemebri kerja maupun perusahaan penerima pekerjaan.
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